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DAMPAK TATA KELOLA LEMBAGA TERHADAP KINERJA LEMBAGA 
DI PPSDM APARATUR

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik implementasi prinsip-prinsip tata kelola 
lembaga dan hubungannya terhadap kinerja pada PPSDM Aparatur. Prinsip-prinsip tata kelola yang 
digunakan adalah yakni prinsip keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan 
kewajaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. 
Dalam menilai implementasi prinsip- prinsip tata kelola lembaga dan pengaruhnya terhadap kinerja, 
penulis menggunakan kuesioner sebagai data primer.  Hasil implementasi tata kelola lembaga di PPSDM 
Aparatur berdasarkan kuesioner  mencapai 74.2 persen dan hasil dari variabel terikat kinerja 
mendapatkan nilai 76 persen, keduanya termasuk dalam kategori baik. Adapun hasil uji hipotesis secara 
parsial menunjukan bahwa setiap variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja 
lembaga.Variabel prinsip keterbukaan berpengaruh sebesar 73.8%, , prinsip kemandirian sebesar 72.9 %, 
prinsip akuntabilitas sebesar 84 %, prinsip pertanggungjawaban sebesar 95.6 %, dan prinsip kewajaran 
sebesar 79.9 %. Dan pengaruh variabel independen yang paling dominan atau paling besar pengaruhnya 
terhadap kinerja lembaga adalah variabel pertanggungjawaban.

Kata kunci: tata kelola lembaga yang baik, keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, kewajaran, kinerja lembaga.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine how well the implementation of the principles of the governance 
institution and its relation to the performance on PPSDM Aparatur. The principles of governance is  the 
principle of transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. The method used in 
this research is quantitative research methods. In assessing the implementation of the principles of 
governance institutions and its effect on performance, the authors uses quetionare as a primary data. The 
analysis results of the implementation of governance institution on PPSDM Aparatur based on 
questionnaires reached 74.2 percent and the results of the dependent variable performance scores 76 
percent, both are included good category. The partial results of hypothesis testing showed that each 
independent variable on the dependent variable affects the performance of the institution. Variables affect 
the principle of transparency by 73.8%, amounting to 72.9% the independence principle, the principle of 
accountability by 84%, amounting to 95.6% accountability principle, and the principle of fairness by 
79.9%. And the influence of the independent variable most dominant or most influence on the performance 
of the institution is the responsibilityvariables.

Keywords: good governance institution, transparency, independency, accountability, 
responsibility, fairness, performance of institution.

PENDAHULUAN
1. LatarBelakang

Bagi sebagian Kementerian Negara/Lem-
baga, dan Pemerintah Daerah, tahun 2014 adalah 
tahun gawat darurat penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Sebagai akibatnya muncul 
pertanyaan, bagaimana hampiran penerapan yang 
paling efektif? Jawabannya adalah dengan 
menerapkan Good Public Governance (GPG) 
niscaya implementasi PP 71/2010 tersebut 

menjadi jauh lebih mudah.
G a g a s a n  t e n t a n g  G o o d  C o r p o r a t e 

Governance telah melanda dunia, disusul 
pemopuleran istilah good governance. Good 
Corporate Governance (GCG) mempunyai Good 
Public Governance (GPG) sebagai pasangan 
hidup, keduanya berinteraksi dan saling mem-
pengaruhi. GPG merupakan hampiran spiritual 
penyelenggaraan organisasi sektor publik seperti 
pemerintahan, partai politik, yayasan, koperasi, 
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rumah sakit nirlaba, dan lain-lain. Pedoman GPG 
berorientasi pada penyelenggaraan kepemerin-
tahan yang bersih dan berwibawa.

UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan 
Negara, UU Pemeriksaan Keuangan Negara, PP 8 
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah, PP 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, 
dan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan bertujuan menegakkan Good Public 
Governance (GPG). Sedikit sekali lembaga 
pemerintahan dan masyarakat memperbincang-
kan, apalagi merujuk kepada cetak biru GPG.

Selama beberapa tahun terakhir terlihat 
kebangkitan profesionalisme, GPG pada berbagai 
lembaga negara seperti BPKP, Ditjen Perbendaha-
raan dan Ditjen Pajak di Kementerian Keuangan, 
dan banyak lagi.

PPSDM Aparatur merupakan lembaga diklat 
di bawah Kementrian ESDM yang mempunyai 
tugas dan fungsi pengembangan Sumber daya 
Manusia di linkungan kementrian yang turut men-
dukung program pemerintah yaitu menyiapkan 
SDM yang handal dan profesional menuju 
pemerintahan yang berkelas dunia (world class 
bureaucracy) tahun 2024, maka dari PPSDM 
Aparatur wajib memiliki tata kelola lembaga yang 
baik. Hal ini supaya PPSDM Aparatur memiliki 
kinerja lembaga dapat berjalan dengan baik, 
transparan, terbuka, akuntabel, dapat dipertang-
gungjawabkan dan berkeadilan.

PPSDM Aparatur pada dasarnya sudah 
memiliki tata kelola lembaga yang cukup baik. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya sertifikat ISO 
2008/9001 tentang manajemen mutu. Sertifikasi 
ini sudah dimiliki PPSDM Aparatur sejak tahun 
2006 sampai dengan sekarang. Namun penulis 
ingin melakukan penelitian dan kajian terhadap 
adanya pengaruh tata kelola lembaga PPSDM 
Aparatur terhadap kinerja PPSDM Aparatur serta 
peraturan perundangan yang berlaku.

2. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

penulis membuat hipotesis sebagai berikut :
a. Kinerja PPSDM Aparatur dipengaruhi oleh 

prinsip transparency (keterbukaan).
b. Kinerja PPSDM Aparatur dipengaruhi oleh 

prinsip akuntabilitas. 
c. Kinerja PPSDM Aparatur dipengaruhi oleh 

prinsip pertanggungjawaban. 
d. Kinerja PPSDM Aparatur dipengaruhi oleh 

prinsip kewajaran. 

3. KajianPustaka
Menurut Bank Dunia (World Bank) dalam 

Effendi (2009) mendefinisikan, tata kelola 
lembaga sebagai kumpulan hukum, peraturan dan 
kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat 
mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan 
untuk berfungsi secara efesien guna menghasilkan 
nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinam-
bungan bagi para pemegang saham maupun 
masyarakat sekitar secara keseluruhan. Menurut 
lembaga corporate governance di Malaysia yaitu 
Finance Committee on Corporate Governance 
(FCCG) dalam Effendi (2009) mendefinisikan, 
tata kelola perusahaan (lembaga) sebagai proses 
dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan 
dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan 
kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan 
akuntabilitas perusahaan. Pengertian tata kelola 
lembaga menurut Turnbull Report di Inggris (April 
1999) dalam Effendi (2009) sebagai berikut :

“Corporate governance is a company's 
system of internal control, which hasas its 
principal aim the management of risks that are 
significant to the fulfilment of its business 
objectivities, with a view to safeguarding the 
company's assets and anchancing over time the 
value of the shareholder investment”.

Berdasarkan pengertian di atas, tata kelola 
perusahaan (lembaga) didefinisikan sebagai suatu 
sistem pengandalian internal perusahaan yang 
memiliki tujuan utama mengelola resiko yang sig-
nifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui 
pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan 
nilai investasi pemegang saham dalam jangka 
panjang. Sedangkan menurut pasal 1 Surat Kepu-
tusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 
tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada 
BUMN menyatakan bahwa tata kelola perusahaan 
(lembaga) adalah proses dan struktur yang diguna-
kan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keber-
hasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 
panjang dengan tetap memperhatikan pemangku 
kepentingan (stakeholder) lainnya, berdasarkan pe-
raturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. 
Prinsip-prinsip utama dari tata kelola perusahaan 
(lembaga) berdasarkan pasal 3 Surat Keputusan 
Menteri BUMN No.117/M- MBU/2002 Tanggal 
31 Juli 2002 pada Effendi (2009), tata kelola 
perusahaan yang baik memiliki prinsip-prinsip 
sebagai berikut yaitu :

a. Keterbukaan (transparancy)
Keterbukaan dalam melaksanakan proses 
pengambilan keputusan dan pengungkapan 
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informasi materil yang relavan mengenai 
perusahaan. Dalam prinsip ini, informasi harus 
diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. 
Informasi yang diungkapkan antara lain 
keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepe-
milikan dan pengelolaan perusahaan. Audit 
yang dilakukan atas informasi dilakukan secara 
independen.

b. Kemandirian ( Independency)
 Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola 

secara professional tanpa konflik kepentingan 
dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun 
yang tidak sesuai dengan peraturan perun-
dangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 
korporasi yang sehat. Prinsip ini menuntut para 
pengelola perusahaan agar dapat bertindak 
secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang 
dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari 
pihak manapun yang tidak sesuai dengan 
sistem operasional perusahaan yangberlaku.

c. Akuntabilitas (accountability)
 Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertang-

gungjawaban manajemen perusahaan sehingga 
pengelolaan perusahaan terlaksana secara 
efektif, efesien dan ekonomis. Prinsip ini me-
muat kewenangan-kewenangan yang harus 
dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi 
beserta kewajiban-kewajibannya kepada 
pemegang saham dan stakeholders lainnya.

d. Pertanggungan-jawaban (responsibility)
 Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prin-
sip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan 
dan manajer perusahaan melakukan kegiatan-
nya secara bertanggungjawab.

e. Kewajaran (fairness)
 Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak- 

hak pemangku kepentingan yang timbul 
sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Seluruh 
pemangku kepentingan harus memiliki 
kesempatan untuk mendapatkan perlakuan 
yang adil dariperusahaan.

Kinerja berasal dari kata job performance atau 
actual performance yang berarti prestasi kerja atau 
prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh sese-
orang. Performance atau kinerja merupakan hasil 
atau keluaran dari suatu proses Nurlaila (2010). 
Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, 
kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang 
dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang 
yang melakukan pekerjaan Luthans (2005).

Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas 
maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab 
yang diberikan Mangkunagara (2002). Kinerja 
adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 
secara keseluruhan selama periode tertentu dalam 
melaksanakan tugas dibandingkan dengan berba-
gai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target 
atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 
terlebih dahulu telah disepakati bersama Rivai dan 
Basri (2005). Manajemen kinerja adalah 
keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, 
termasuk kinerja masing-masing individu dan 
kelompok kerja di perusahaan tersebut.

4.  Kerangka Pemikiran
Menurut Sugiyono (2014) paradigma pene-

litian adalah pola pikir yang menunjukan hu-
bungan antara variabel yang akan diteliti yang 
sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumu-
san masalah yang perlu dijawab melalui peneli-
tian, teori yang digunakan untuk merumuskan 
hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik 
analisis statistik yang akan digunakan. Dalam 
penelitian ini terdapat 5 (lima) variabel bebas yang 
termaktub dalam prinsip tata kelola yakni keter-
bukaan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-
jawaban, dan kewajaran. Kemudian akan diukur 
hubungan signifikannya dengan variabel terikat 
kinerja institusi. Berdasarakan landasan teori yang 
penulis sertakan pada table 1 kajian ilmiah, 
variabel bebas 5 (lima) prinsip memiliki hubungan 
yang signifikan kepada variabel terikat kinerja. 
Berikut adalah proyeksi dari kerangka pemikiran 
atau paradigma penelitian ini:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Sumber : Data Diolah (2016)

Prinsip pertanggungjawaban (X ) adalah 4

kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
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batasan tertentu sehingga sampel yang dipilih 
sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian yang 
dilakukan. Berdasarkan metode tersebut maka 
kreteria yang digunakan untuk memilih sampel 
yakni sebagai berikut:
1. Responden sudah bekerja di PPSDM Aparatur 

minimal selama 2 (dua) tahun.
2. Responden sudah menjadi pekerja tetap di 

PPSDM Aparatur.
Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah kuesioner. Kuesioner Adalah teknik 
pengumpulan data yang akan dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian 
ini kuesioner terdiri dari 25 pertanyaan. Dari 25 
pertanyaan tersebut terbagi menjadi 5 (lima) 
bagian yakni empat pertanyaan mewakili variabel 
keterbukaan, empat pertanyaan mewakili variabel 
kemandirian, empat pertanyaan mewakili variabel 
akuntabilitas, empat pertanyaan mewakili variabel 
pertanggungjawaban, empat pertanyaan mewakili 
variabel kewajaran, dan lima pertanyaan mewakili 
variabel terikat yakni kinerja. Setelah data jawab-
an responden terkumpul akan di himpun menggu-
nakan skala linkert. Skala Likert digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 
atau sekelompok orang tentang kejadian atau 
gejala sosial (Sugiyono, 2010). Penyusunan jawa-
ban kuesioner menggunakan skala likert dikate-
gorikan sebagai berikut:

Prinsip kewajaran (X5) adalah keadilan dan 
kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku 
kepentingan yang timbul sebagai akibat dari 
perjanjian dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian kuantitatif. 
Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode pene-
litian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau 
sampel tertentu. Obyek penelitian ini adalah tata 
kelola PPSDM Aparatur dan ruang lingkup 
penelitian ini adalah keseluruhan proses bisnis 
yang berhubungan dengan manajemen PPSDM 
Aparatur yang berpengaruh terhadap kinerja 
lembaga, dalam hal ini termasuk Pegawai PPSDM 
Aparatur.

Menurut Sugiyono (2014), “Variabel 
independen adalah variabel yang mempengaruhi 
suatu yang menjadi sebab perubahannya atau 
timbulnya variabel dependen (terikat)”. Dalam 
penelitian ini terdapat 5 (lima) variabel bebas yang 
terhimpun dalam prinsip-prinsip tata kelola 
lembaga. Berikut ini adalah detail dan penjelasan 
variabel bebas (X) menurut OECD dalam Emirzon 
(2006) yang ada dalam penelitian ini :
1. Prinsip keterbukaan (X1) adalah keterbukaan 

dalam melaksanakan proses pengambilan 
keputusan dan pengungkapan informasi yang 
materil yang relevan mengenaiperusahaan.

2. Prinsip kemandirian (X2) adalah suatu keadaan 
dimana perusahaan dikelola secara professio-
nal tanpa konflik kepentingan dan pengaruh 
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan prinsip-prinsip korporasi yangsehat.

3. Prinsip akuntabilitas (X3) adalah kejelasan 
fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban 
manajemen perusahaan sehingga pengelolaan 
perusahaan terlaksana secara efektif dan 
ekonomis.

Menurut Sugiyono (2014) “Variabel  depen-
den merupakan variabel yang dipengaruhi atau  
yang  menjadi  akibat  karena   adanya variabel 
independen (bebas)”. Dalam penelitian ini hanya 
ada satu variabel terikat (Y) yakni kinerja lem-
baga. Populasi dalam penelitian ini adalah Pega-
wai PPSDM Aparatur dalam hal ini adalah Pega-
wai di lingkungan kantor PPSDM Aparatur ber-
jumlah 174 orang. Metode sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik     
sampling dengan menggunakan pertimbangan dan 
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Tabel 1. Nilai Kategori Jawaban Skala Linkert

Sumber : Sugiyono (2010)

Sumber : Sugiyono (2010)

Tabel 2. Interpretasi Skor
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Metode analisis data dalam penelitian ini ada 
dua yakni statistik deskriptif dan statistik infe-
rensial. Menurut Sugiyono (2014) analisis statistik 
deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 
atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 
generalisasi. Jadi penulis akan menerangkan 
secara diskriptif data yang didapatkan melalui 
kuesioner yang telah disebarkan. Langkah selan-
jutnya melakukan tabulasi dengan memberikan 
skor sesuai pada sistem pengukuran skala linkert.

Untuk mengetahui gambaran penerapan tata 
kelola lembaga dan kinerja lembaga dengan 
pendekatan balanced scorecard maka dilakukan 
perhitungan rata-rata jawaban berdasarkan 
skoring setiap jawaban dari responden yang 
kemudian dibandingkan dengan skor maksimal, 
dan selanjutnya dibandingkan dengan tabel 
interpretasi skor seperti berikut :

Dengan menggunakan Tabel 2 interpretasi 
skor diatas maka penulis dapat mengukur dan 
mengkategorikan implementasi dari masing-
masing prinsip tata kelola lembaga yakni keter-

bukaan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-
jawaban dan kewajaran serta kinerja lembaga. 

Menurut Sugiyono (2014) analisis statistik 
inferensial adalah teknik statistik yang digunakan 
untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 
diberlakukan untuk populasi. Adapun uji-uji yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji nor-
malitas, uji multikolineritas, uji heterokedasitas, 
uji regresi linier berganda dan uji hipotesis secara 
parsial (uji t).

HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif adalah menjelaskan secara 
deskriptif data hasil penelitian yang penulis dapat-
kan dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. 
Berikut ini adalah hasil pengolahan tabulasi data 
yang didapatkan dari kuesioner responden yang 
khusus menggambarkan tingkat implementasi 
prinsip-prinsip tata kelola lembaga yakni prinsip 
keterbukaan, prinsip kemandirian, prinsip akunta-
bilitas, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip 
kewajaran. Serta data hasil penelian tentang 
kinerja lembaga yang disajikan pada tabel 3 
dibawah ini.
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Tabel 3. Analisis Diskriptif Variabel

Jurnal APARATUR 
Vol. 4 No. 1, Februari 2020

Dampak Tata Kelola Lembaga Terhadap Kinerja Lembaga di PPSDM Aparatur [Agus Mulyana, 22-30]



Analisis Regresi Berganda
Cara untuk mengetahui hubungan antara 

variabel keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, dan kewajaran terhadap 
kinerja lembaga. Penulis melakukan uji pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen 
dengan menggunakan analisis regresi berganda 
menggunakan software SPSS version 22. Analisis 
ini membahas dan menguji tentang bentuk dan 
tingkat hubungan antara satu variabel  dependen 
dan lebih dari satu variabel independen. Berikut ini 
adalah tabel hasil uji regresi linier berganda dalam 
penelitian ini :

Dari Tabel 4 diatas dapat menjelaskan hasil 
pengujian regresi baik secara simultan maupun 
parsial pengaruh variabel independen keterbuka-
an, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungja-
waban, dan kewajaran terhadap variabel dependen 
kinerja lembaga. Hasil uji F dengan tingkat 
signifikansi 0.000, memperoleh hasil F hitung = 
52.869 dan F tabel = 2.300 maka F hitung lebih 
besar daripada F tabel. Sehingga dapat disimpul-
kan variabel keterbukaan, kemandirian, akuntabi-
litas, pertanggungjawaban, dan kewajaran ber-
pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
dependen variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)
Pengujian hipotesis bertujuan untuk menja-

wab rumusan masalah yang ada dalam penelitian 
ini dan juga sebagai pembuktian terhadap hipotesis 
atau jawaban sementara yang telah dirumuskan 
dalam bab 1 penelitian ini. Dalam penelitian ini 
penulis hanya menguji pengaruh variabel 
independen prinsip keterbukaan, prinsip 
kemandirian, prinsip akuntabilitas, prinsip 
pertanggungjawaban, dan prinsip kewajaran 
terhadap kinerja lembaga secara parsial. Karena 
uji secara simultan sudah dapat dilihat bersamaan 
hasil yang didapatkan dalam uji regresi berganda 
diatas. Adapun dasar pengambilan keputusan 
untuk pengujian hipotesis digunakan nilai 
signifikansi dengan kreteria sig t < 0.05, maka H1, 
H2, H3, H4,H5 diterima. Sedangkan apabila nilai 
sig t > 0.05 maka H1, H2, H3, H4,H5 ditolak. 

Sumber : Data Primer Diolah (2016)

Tabel 4. Hasil Uji Koefesien 
Regresi Linier Berganda

Sumber : Data Primer Diolah (2016)
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Kemudian dasar lain untuk pengambilan 
keputusan uji hipotesis parsial ini adalah dengan 
membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila t 
hitung > t tabel maka H1, H2, H3, H4,H5 diterima 
dan sebaliknya apabila t hitung < t tabel maka H1, 
H2, H3, H4,H5 ditolak. Berikut ini adalah hasil 
penghitungan uji hipotesis secara parisal (uji t) 
dengan menggunakan SPSS version 22. Tabel 5 
hasil uji hipotesis parsial (uji t):

tersebut didapatkan rata-rata nilai 3.74 dengan indeks 
tertinggi 5 atau sebesar 75 persen. Hal ini menunjukan 
tingkat implementasi variabel keterbukaan tergolong 
baik. Kemudian dalam rumusan masalah variabel 
keterbukaan penelitian ini terkait bagaiamana pengaruh 
prinsip keterbukaan tata kelola lembaga terhadap 
kinerja lembaga. Rumusan tersebut sudah terjawab 
melalui uji t yang penulis lakukan. Didalam uji t nilai 
beta unstandardized coeffecients prinsip ketebukaan 
adalah 0.738 atau 73.8 persen. Nilai t hitung sebesar 
12.822 lebih besar dari pada t tabel sebesar 1.985 dan 
dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yakni sig t 
0.000. Hal ini berarti variabel independen keterbukaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
dependen kinerja.

2. Pengaruh Variabel Kemandirian Terhadap 
Kinerja Lembaga

Dalam kuesioner penelitian yang telah dibagikan 
kepada responden, variabel independen prinsip 
kemandirian diwakili oleh 4 (empat) pernyataan. Dan 
dari 110 responden yang menjawab 4 pernyataan 
tersebut didapatkan rata-rata nilai 3.65 dengan indeks 
tertinggi 5 atau sebesar 73 persen. Hal ini menunjukan 
tingkat implementasi variabel kemandirian tergolong 
baik. Kemudian dalam rumusan masalah variabel 
kemandirian penelitian ini terkait bagaimana pengaruh 
prinsip  akuntabilitas tata kelola lembaga terhadap 
kinerja lembaga. Rumusan tersebut sudah terjawab 
melalui uji t yang penulis lakukan. Didalam uji t nilai 
beta unstandardized coeffecients prinsip kemandirian 
adalah 0.729 atau 72.9 persen. Nilai t hitung sebesar 
11.379 lebih besar dari pada t tabel sebesar 1.985 dan 
dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yakni sig t 
0.000. Hal ini berarti variabel independen kemandirian 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
dependen kinerja.

3. Pengaruh Variabel Akuntabilitas Terhadap 
Kinerja Lembaga

Dalam kuesioner penelitian yang telah dibagikan 
kepada responden, variabel independen prinsip 
akuntabilitas diwakili oleh 4 (empat) pernyataan. Dan 
dari 110 responden yang menjawab 4 pernyataan 
tersebut didapatkan rata-rata nilai 3.53 dengan indeks 
tertinggi 5 atau sebesar 71 persen. Hal ini menunjukan 
tingkat implementasi variabel akuntabilitas tergolong 
baik. Kemudian dalam rumusan masalah variabel 
akuntabilitas penelitian ini terkait bagaiamana penga-
ruh prinsip akuntabilitas tata kelola lembaga terhadap 
kinerja lembaga. Rumusan tersebut sudah terjawab 
melalui uji t yang penulis lakukan. Didalam uji t nilai 
beta unstandardized coeffecients prinsip akuntabilitas 
adalah 0.840 atau 84.0 persen. Nilai t hitung sebesar 
12.038 lebih besar dari pada t tabel sebesar 1.985 dan 
dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yakni sig t 
0.000. Hal ini berarti variabel independen akuntabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
dependen kinerja.

Tabel 5. Hasil Analisis Pengaruh Variabel 
Independen Secara Parsial (uji t)

PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pene-

rapan prinsip-prinsip tata kelola lembaga dan  kinerja  
lembaga. Selain itu tampak besaran nilai determinasi 
Adjusted R Square = 0.704 menunjukkan bahwa 70,4% 
variabel dependen (kinerja lembaga) dapat dijelaskan 
oleh variabel independen keterbukaan, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. 
Sedangkan sisanya sebesar 29,6% dijelaskan oleh 
hubungannya terhadap kinerja lembaga. Menganalisis 
bagiamana pengaruh variabel dependen prinsip keter-
bukaan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungja-
waban, dan kewajaran terhadap variabel independen 
kinerja lembaga pada PPSDM Aparatur. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh Pegawai PPSDM Aparatur 
yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kepen-
didikan. Adapun sampel dari penelitian ini sejumlah 
110 responden, yang diambil menggunakan metode 
purposive sampling. Dari data kuesioner yang telah 
penulis dapatkan dari responden dan setelah melakukan 
pengolahan data serta melakukan uji-uji statistik, maka 
penulis akan melakukan pembahasan terkait penelitian 
ini.

1. Pengaruh Variabel Keterbukaan Terhadap 
Kinerja Lembaga

Dalam kuesioner penelitian yang telah dibagikan 
kepada responden, variabel independen prinsip 
keterbukaan diwakili oleh 4 (empat) pernyataan. Dan 
dari 110 responden yang menjawab 4 pernyataan 
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4. Pengaruh Variabel Pertanggungjawaban 
Terhadap KinerjaLembaga

Dalam kuesioner penelitian yang telah dibagikan 
kepada responden, variabel independen prinsip 
pertanggungjawaban diwakili oleh 4 (empat) pernya-
taan. Dan dari 110 responden yang menjawab 4 
pernyataan tersebut didapatkan rata- rata nilai 3.87 
dengan indeks tertinggi 5 atau sebesar 78 persen. Hal ini 
menunjukan tingkat implementasi variabel pertang-
gungjawaban tergolong baik. Kemudian dalam rumu-
san masalah variabel pertanggungjawaban penelitian 
ini terkait bagaimana pengaruh prinsip pertanggung-
jawaban tata kelola lembaga terhadap kinerja lembaga. 
Rumusan tersebut sudah terjawab melalui uji t yang 
penulis lakukan. Didalam uji t nilai beta unstandardized 
oeffecients prinsip pertanggungjawaban adalah 0.956 
atau 95.6 persen. Nilai t hitung sebesar 11.431 lebih 
besar dari pada t tabel sebesar 1.985 dan dengan nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0.05 yakni sig t 0.000. Hal 
ini berarti variabel independen pertanggungjawaban 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
dependen kinerja.

5. Pengaruh Variabel Kewajaran Terhadap 
Kinerja Lembaga

Dalam kuesioner penelitian yang telah dibagikan 
kepada responden, variabel independen prinsip 
kewajaran diwakili oleh 4 (empat) pernyataan. Dan dari 
110 responden yang menjawab 4 pernyataan tersebut 
didapatkan rata-rata nilai 3.72 dengan indeks tertinggi 5 
atau sebesar 74%. Hal ini menunjukan tingkat 
implementasi variabel kewajaran tergolong baik. 
Kemudian dalam rumusan masalah variabel kewajaran 
penelitian ini terkait bagaiamana pengaruh prinsip 
kewajaran tata kelola lembaga terhadap kinerja 
lembaga. Rumusan tersebut sudah terjawab melalui uji t 
yang penulis lakukan. Didalam uji t nilai beta 
unstandardized coeffecients  prinsip  kewajaran  adalah  
0.799 atau 79.9 persen. Nilai t hitung sebesar 12.694 
lebih besar dari pada t tabel sebesar 1.985 dan dengan 
nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yakni sig t 0.000. 
Hal ini berarti variabel independen kewajaran ber-
pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
dependen kinerja.

6. Variabel Independen Paling Dominan Terhadap 
KinerjaLembaga

Penelitian analisis penerapan prinsip tata kelola 
lembaga terhadap kinerja lembaga memiliki 5 (lima) 
variabel independen yakni prinsip keterbukaan, prinsip 
kemandirian, prinsip akuntabilitas, prinsip pertang-
gungjawaban, dan prinsip kewajaran. Dari kelima 
variabel tersebut setelah mendapatkan jawaban 
kuesioner dari responden serta sudah dilakukan 
pengolahan data terutama menggunakan uji t yakni uji 
hubungan variabel independen kepada variabel 
dependen secara parsial, maka didapatkan nilai beta 
unstandardized coeffecients yang paling besar adalah 
prinsip pertanggungjawaban dengan nilai sebesar 0.956 
atau 95.6 persen. Artinya jika ada peningkatan 

implementasi prinsip pertanggungjawaban maka akan 
meningkatkan kinerja lembaga sebesar 95.6 persen 
dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.

PENUTUP
Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hu-
bungan implementasi prinsip-prinsip tata kelola lem-
baga yang terdiri dari 5 prinsip yakni prinsip keterbu-
kaan, prinsip kemandirian, prinsip akuntabilitas, prin-
sip pertanggungjawaban, dan prinsip kewajaran terha-
dap kinerja lembaga di PPSDM Aparatur. Hasil pene-
litian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi prinsip-prinsip tata kelola lembaga di 

PPSDM Aparatur tergolong baik dengan rata-rata 
persented sebesar 74.2 persen. Sedangkan tingkat 
implementasi prinsip tata kelola lembaga tertinggi�
adalahp� rinsip Pertanggungjawaban.

2. Kinerja lembaga PPSDM Aparatur mempunyai 
nilai sebesar 76 persen. Hal ini berdasarkan 
perhitungan hasil kuesioner yang telah diisi oleh 
PegawaiPPSDM Aparatur. Berdasarkan tabel 
intepretasi skor kinerja PPSDM Aparatur termasuk 
dalam kategori baik.

3. Hubungan Implementasi prinsip-prinsip tata kelola 
lembaga terhadap kinerja lembaga PPSDM 
Aparatur, diketahui dari hasil perhitungan koefisien 
korelasi sebesar 0,847 atau 84,7 persen yang artinya 
mempunyai hubungan searah yang kuat.

4. Hasil pengolahan data dengan regresi linear bergan-
da menunjukkan bahwa secara parsial implementasi 
prinsip keterbukaan (X1), prinsip kemandirian 
(X2), prinsip akuntabilitas (X3), prinsip pertang-
gungjawaban (X4), dan prinsip kewajaran (X5) 
berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kinerja 
(Y).

5. Variabel independen prinsip pertanggungjawaban 
merupakan variabel yang memiliki nilai beta 
unstandardized coeffecients paling besar. Jadi 
variabel prinsip pertanggungjawaban yang memi-
liki pengaruh paling dominan terhadap variabel 
dependen kinerja lembaga.

Keterbatasan
Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak 

terlepas dari berbagai keterbatasan yang dapat 
berpengaruh terhadap hasil penelitian yang diperoleh. 
Berikut ini adalah beberapa keterbatasan dalam proses 
penelitian ini.
1. Dalam proses pengambilan data penulis mendapat-

kan kesulitan menghimpun data dari seluruh respon-
den. Ada beberapa responden yang tidak mengum-
pulkan atau mengisi kuesioner. Penulis sudah 
mencoba mengingatkan sampai dengan 3 kali 
namun hasilnya juga belum maksimal sehingga 
kuesioner yang terkumpul 110 responden dari 
136responden.

2. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan datanya 
hanya menggunakan kuesioner sehingga masih ada 
kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, 
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seperti jawaban yang kurang cermat, responden 
yang menjawab tanpa berdasar atau asal-asalan dan 
tidak jujur, serta pertanyaan yang kurang lengkap 
atau kurang dipahami olehresponden.

3. Penelitian ini hanya terbatas pada PegawaiPPSDM 
Aparatur, kemungkinan akan terjadi perbedaan hasil 
penelitian dan pengambilan keputusan apabila 
penelitian dilakukan dengan objek penelitian 
yangberbeda.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan 

keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis 
memberikan beberapa saran untuk meningkatkan 
kinerja lembaga PPSDM Aparatur melalui peningkatan 
implementasi prinsip-prinsip tata kelola lembaga dan 
juga saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun 
sarannya sebagai berikut:
1. PPSDM Aparatur diharapkan agar dapat mening-

katkan implementasi akuntabilitas dengan cara 
merencanakan kegiatan atau program yang siste-
matis dan terukur. karena berdasarkan data dari 
kuesioner bagian ini yang mendapatkan nilai paling 
rendah. Khususnya dalam hal peningkatan 
pengendalian internal lembaga, caranya dengan 

2. PPSDM Aparatur diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas kinerja dengan membanun sistem penja-
minan mutu yan benar-benar diimplementasi-
kan.Walaupun sudah termasuk dalam kategori baik 
namun tingkat kenerjanya belum mencapai 80 
persen.

3. Untuk penelitian selanjutnya penulis sarankan agar 
alat pengumpulan datanya tidak hanya menggunkan 
kuesioner saja melainkan dapat menggunakan 
sumber- sumber data lain agar hasilnya lebih akurat, 
yaitu dengan melakukan wawancara dan hasil 
evaluasi dari subbidang evaluasi.
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